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BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 05" TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang-Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara
yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD pada tanggal 15 bulan September tahun 2021,

c. bawa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Ogan Ilir Nomor 26 /KPTS/PIMP/2021 tentang
Penetapan Hasil Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD
dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Ogan Ilir dalam rangka Penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan
Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Selatan, Kepala
Daerah melakukan Penetapan Perda tentang APBD.

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021; 4 |
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Mengingat

A Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Uly Timur,
Kabupaten Ogan Komering Uly Selatan dan Kabupaten

Undang—Undang Nomor 1 Tahyp 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahyn 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

! Undang-Undang Nomor 25 Tahyn 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerap (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badap Layanan  Umum
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